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A. Pendahuluan 
Sistem jaminan sosial di Jerman lahir pada Abad ke-19, sebagai salah satu ciri kebijakan dalam 

mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Sistem jaminan sosial di Jerman didasarkan 

pada konsep asuransi sosial yang lahir dari pemikiran Otto von Bismarck (Bismarck Model). 

Konsep dasar asuransi sosial yang disuguhkan Otto von Bismarck menekankan pada pendanaan 

asuransi yang diperoleh dari kontribusi sosial, berupa premi asuransi yang bersumber dari 

pendapatan atau gaji para pekerja. Sistem asuransi lain yang biasa disandingkan dengan 

Bismarck Model ini adalah Beveridge System yang menjadikan penerimaan negara pajak 

(general taxation) sebagai sumber pendaaan dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan dan 

asuransi sosial bagi warga negara. 

Sistem jaminan sosial di Negara Federal Republik Jerman merupakan salah satu sistem jaminan 

sosial tertua di dunia yang menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem 

jaminan sosial negara lain di dunia, baik negara di wilayah Eropa sendiri, maupun negara di 

belahan dunia lainnya, seperti Indonesia. Sistem jaminan sosial Jerman memberikan pengaruh 

yang cukup besar dalam pengembangan sistem jaminan sosial di Indonesia, yang ditandai 

dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai 

pintu gerbang menuju era baru reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.  

Proses pembentukan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

mendapat dukungan aktif dari Pemerintah Negara Federal Republik Jerman melalui asistensi 

yang diberikan oleh lembaga kerjasama teknis Jerman, yaitu GTZ (Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit/the German Technical Cooperation) yang saat ini bertransformasi 

menjadi organisasi yang lebih besar yaitu, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit/German Agency for International Cooperation). Beberapa hal yang dapat 

menggambarkan pengaruh Jerman dalam pengembangan sistem jaminan sosial di Indonesia 

antara lain: 

Á Sistem jaminan sosial dalam UU SJSN mecakup beberapa cabang jaminan sosial yang 

mirip dengan cabang asuransi sosial yang menjadi pilar utama sistem jaminan sosial di 

Jerman. Jaminan sosial tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

Á Prinsip dasar penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dituangkan dalam UU SJSN 

sejalan dengan prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial Jerman. 

Á Pendanaan jaminan sosial sebagaimana diatur oleh UU SJSN sebagian besar bersumber 

dari kontribusi peserta dan bukan dari penerimaan negara pajak. Skema pembiayaan 

tersebut merupakan ciri utama Bismarck Model yang diterapkan oleh Jerman. 
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B. Sejarah Sistem Jaminan Sosial  
Negara Federal Republik Jerman 

Sistem asuransi sosial di Jerman secara resmi dimulai pada masa pemerintahan Kaisar Wilhelm 

I. Berdasarkan inisiatif Kanselir Otto von Bismarck, Kaisar Wilhelm I menerbitkan “Imperial 

Decree” 17 November 1981, yang secara resmi menandakan peluncuran sistem asuransi 

pertama yaitu, system of accident and illness insurance for workers. Dengan adanya sistem 

asuransi sosial yang dikelola oleh negara maka negara mengambil tanggung jawab untuk 

mengamankan penghidupan warganya sebagai manifestasi negara kesejahteraan (welfare 

state) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Á pembiayaan pensiun melalui kontribusi yang dibayarkan ke dalam sistem asuransi yang 

dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu oleh orang-orang diasuransikan; 

Á pengawasan dan partisipasi dalam asuransi sosial oleh Negara; 

Á organisasi penyelenggara asuransi sosial bergerak atas dasar prinsip pemerintahan 

sendiri (the principle of self-government), yaitu pemberi kerja dan tertanggung (insured 

people) memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan roda organisasi 

penyelenggara jaminan sosial dan menentukan kebijakan operasional sistem asuransi 

tersebut melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara demokratis; dan 

Á partisipasi pemberi kerja berupa kontribusi dibayarkan ke dalam sistem asuransi sosial 

tersebut. 

“Imperial Decree” 17 November 1981 adalah cikal bakal bagi pertumbuhan sistem jaminan 

sosial di Jerman. Dalam perkembangan selanjutnya, Bismarck memperkenalkan asuransi 

kesehatan (statutory health insurance) pada 1883, asuransi kecelakaan (statutory accident 

insurance) pada 1884, dan dimulai sejak 1889 para pekerja untuk pertama kalinya dapat 

mengasuransikan diri terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari usia tua dan keadaan cacat. 

Pada tahun-tahun berikutnya, cakupan sistem asuransi sosial terus diperluas, yaitu dengan 

ditambahkannya asuransi sosial bagi pekerja kantoran (white-collar employees) pada 1912, dan 

asuransi bagi pengangguran yang mulai berlaku pada tahun 1927. Cabang terbaru asuransi 

sosial di Jerman adalah asuransi perawatan jangka panjang (statutory long-term care insurance) 

yang diperkenalkan secara bertahap mulai tahun 1994. 

C. Prinsip Dasar dan Pilar Utama  
Sistem Jaminan Sosial di Jerman 

Falsafah utama penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Jerman adalah untuk menjaga 

standar hidup orang tertanggung (insured people) dan kedudukan sosialnya dalam masyarakat 

dalam hal terjadi situasi yang mengancam mata pencahariannya dan kondisi keuangannya. Hal 

tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan asuransi sosial yang berlandaskan pada prinsip 

sebagai berikut: 
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Á The Principle of Compulsory Insurance 

Berdasarkan Prinsip ini, seluruh warga negara diwajibkan menjadi peserta asuransi 

sosial (statutory social insurance). Namun demikian, bagi warga negara tertentu yang 

memiliki pendapatan per tahun di atas batas yang telah ditentukan, diberikan 

kebebasan untuk memilih menjadi peserta asuransi yang diselenggarakan oleh swasta 

(private insurance) atau secara sukarela menjadi peserta asuransi sosial yang 

diselenggarakan oleh negara (voluntary social insurance). Saat ini, batas pendapatan 

minimum untuk dapat secara bebas memilih asuransi privat atau asuransi sosial adalah 

48.600 Euro per Tahun dan disesuaikan setiap tahunnya. Meskipun pembatasan ini 

menimbulkan polemik, khususnya dari golongan yang diwajibkan untuk tunduk pada 

sistem asusransi sosial, namun sistem asuransi sosial telah diterima secara luas sebagai 

inti dari penyelenggaraan jaminan sosial di Jerman. Hampir 90% dari populasi telah 

berhasil tercakup baik melalui asuransi sosial yang bersifat wajib (statutory social 

insurance) maupun asuransi sosial yang bersifat sukarela (voluntary social insurance). 

Á The Principle of Financing through Contributions/ Shared Financing 

Skema pembiayaan asuransi sosial yang paling utama bersumber dari kontribusi yang 

dibayar oleh pekerja (employees) dan pemberi kerja (employers). Besarnya kontribusi 

pada umumnya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Federal Jerman 

(asuransi pensiun, kesehatan, perawatan jangka panjang, dan pengangguran) dapat 

pula ditentukan oleh organisasi asuransi sosial sendiri (asuransi kecelakaan).  

Á The Principle of Solidarity 

Prinsip solidaritas mengandung makna bahwa risiko ditanggung secara kolektif oleh 

komunitas peserta asuransi (members) dan anggota keluarganya (orang tertanggung 

(insured people)). Tanpa membeda-bedakan berapa besar kontribusi yang diberikan 

oleh masing-masing peserta ke dalam sistem asuransi, semua peserta memiliki akses 

yang sama atas layanan komprehensif yang diberikan oleh sistem asuransi. Pendekatan 

berbasis solidaritas ini ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara yang sehat 

dan yang sakit, antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, dan antara 

keluarga dan orang perorangan (individu).  

Á The Principle of Self-Government 

Berdasarkan prinsip ini, pengelolaan asuransi sosial bukan merupakan lingkup 

pelaksanaan tugas dan wewenang negara melainkan dilakukan oleh organisasi asuransi 

sosial yang mandiri, tidak berstatus sebagai badan atau lembaga negara. Negara 

mendelegasikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan sistem asuransi sosial kepada 

organisasi asuransi sosial yang bukan lembaga negara yang dikenal dengan the principle 

of subsidiarity. Organisasi asuransi sosial tersebut adalah korporasi yang dalam 

menyelenggarakan kegiatannya tunduk pada ketentuan hukum publik, yaitu Kitab 

Undang-Undang Jaminan Sosial (Social Security Code/Sozialgesetzbuch (SGB)). 
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Korporasi tersebut bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem dan 

mengelola dana asuransi sosial dan dalam pelaksanaannya berada dalam pengawasan 

hukum Negara. Organisasi ini bersifat mandiri baik dari segi kelembagaan maupun 

finansial. Aspek penting lainnya dalam the principle of self-government ini adalah 

bahwa berdasarkan prinsip ini, pembayar kontribusi yang terdiri atas pekerja dan 

pemberi kerja berpartisipasi secara langsung dalam organisasi asuransi sosial.  

Á The Principle of Free Movement 

Prinsip ini diperkenalkan dalam konteks asuransi sosial oleh negara Uni Eropa yang 

memberikan setiap warga negara pilihan untuk bergerak bebas di seluruh negara 

anggota Uni Eropa dan menetap di lokasi yang dipilih.  

Á The Principle of Equivalence 

Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi pensiun untuk menggambarkan hubungan 

antara jumlah kontribusi yang sudah dibayarkan dan manfaat yang akan diterima oleh 

orang tertanggung. Berdasarkan prinsip ini, jumlah benefit yang akan diterima oleh 

setiap orang tidak sama, melainkan didasarkan pada pada jumlah kontribusi yang telah 

dibayarkan oleh tertanggung.  

Sistem asuransi sosial yang diwajibkan berdasarkan undang-undang (statutory social 

insurance/die gesetzliche Sozialversicherung) memiliki peran utama dalam penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial di Jerman. Sistem asuransi privat (private insurance) tetap diberikan 

ruang untuk menyediakan layanan asuransi yang sama, namun hanya warga negara yang 

pendapatannya di atas batas yang telah ditentukan yang dapat menjadi peserta asuransi 

swasta. Warga negara yang pendapatannya di atas batas yang telah ditentukan tersebut tetap 

diberikan kebebasan memilih untuk menjadi peserta asuransi sosial (voluntary social insurance) 

dan tunduk pada ketentuan UU Jaminan Sosial (Social Security Code/Sozialgesetzbuch (SGB)) 

atau menjadi peserta asuransi swasta yang penyelenggaraannya tunduk pada kontrak perdata.  

Berdasarkan solidaritas komunitas orang tertanggung (insured people), sistem asuransi sosial 

memberikan perlindungan finansial yang efektif terhadap risiko kehidupan yang utama (major 

life risks) dan konsekuensinya, seperti halnya sakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, 

dan kebutuhan untuk perawatan jangka panjang.  

Asuransi sosial menjamin standar kehidupan yang stabil bagi setiap individu. Saat ini, terdapat 

5 (lima) cabang asuransi yang merupakan pilar utama penyelenggaraan sistem jaminan sosial di 

Jerman yaitu:  

Á asuransi kesehatan (statutory health insurance/die gesetzliche Krankenversicherung); 

Á asuransi pensiun (statutory pension insurance/die gesetzliche Rentenversicherung); 

Á asuransi bagi pengangguran (statutory unemployment insurance/die gesetzliche 

Arbeitslosen-versicherung);  
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Á asuransi kecelakaan (statutory accident insurance/die gesetzliche Unfallversicherung); 

dan 

Á asuransi perawatan jangka panjang (statutory long-term care insurance/die gesetzliche 

Pflegeversicherung). 

Selain lima pilar asuransi tersebut yang merupakan penopang utama sistem jaminan sosial 

nasional di Jerman, sistem jaminan sosial di Jerman dalam arti yang luas mencakup pula apa 

yang disebut dengan social compensation system dan social welfare system. Skema sistem 

jaminan sosial nasional di Jerman dalam arti luas tergambar dalam tabel sebagai berikut. 

SOCIAL SECURITY SYSTEM 

SOCIAL INSURANCE SOCIAL COMPENSATION SOCIAL WELFARE 

Á Statutory Pension 

Insurance 

Á Statutory Health Insurance 

Á Statutory Unemployment 

Insurance 

Á Statutory Long-term 

Insurance 

Á Statutory Accident 

Insurance 

e.g. 

Á Assistance to war/mil.s. 

victims 

Á Assistance to victims of 

crime 

Á Assistance to political 

prisoners in the GDR-system 

e.g. 

Á Basic income support for 

Job Seekers 

Á Social assistance benefits 

Á Housing allowance 

D. Organisasi Jaminan Sosial  
di Negara Federal Republik Jerman 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, organisasi jaminan sosial di Jerman melaksanakan 

tugasnya berdasarkan prinsip pemerintahan sendiri (the principle of self-government) dan 

prinsip subsidiaritas (the principle of subsidiarity). Organisasi jaminan sosial merupakan 

korporasi (self-governing  corporations) yang tunduk pada hukum public, yaitu hukum jaminan 

sosial sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Jaminan Sosial (Social Security Code 

atau Sozialgesetzbuch (SGB). Korporasi tersebut memiliki wilayah kerja masing-masing di 

tingkat negara bagian dan representasi mereka di tingkat federal diwujudkan dalam bentuk 

asosiasi-asosiasi.  

Tugas dan fungsi organisasi jaminan nasional ditetapkan dalam Undang-Undang dan dalam 

melaksanakan kegiatannya, organisasi jaminan sosial di Jerman ada dalam supervisi 

Pemerintah Negara Federal. Kementerian Federal yang berwenang dalam hal ini adalah: 

Á Kementerian Kesehatan (the Federal Ministry of Health/Bundesministerium für 

Gesundheit) yang bertugas memastikan kemampuan kinerja dan pengembangan 

berkelanjutan penyelenggaraan asuransi kesehatan dan asuransi perawatan jangka 

panjang; dan  
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Á Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial (the Federal Ministry of Labour and Social 

Affairs/Bundesministerium für Arbeit und Soziales) yang bertugas untuk memastikan 

kemampuan kinerja dan pengembangan berkelanjutan asuransi di bidang pensiun, 

kecelakaan kerja, dan pengangguran. 

Á Sistem asuransi sosial di Jerman tidak dilaksanakan oleh satu organisasi tunggal 

melainkan oleh banyak korporasi sesuai dengan bidang asuransinya masing-masing. 

Dari lima cabang asuransi yang ada, organisasi pada cabang asuransi kesehatan dan 

asuransi pensiun merupakan organisasi yang paling mapan dan terus mengalami 

kemajuan.  

Organisasi Asuransi Kesehatan  

Organisasi asuransi kesehatan di Jerman dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) macam 

organisasi yang ada pada tingkat negara bagian dan masing-masing organisasi tersebut 

memiliki asosiasi di tingkat federal. Organisasi asuransi kesehatan tersebut adalah: 

Á General local health insurance funds atau AOK yang merupakan organisasi asuransi 

kesehatan terbesar di Jerman. Asosiasi AOK Pada tingkat federal diwadahi dengan the 

Federal Association of Local Health Insurance Funds (AOK-Bundesverband). 

Á Alternative health insurance funds, yaitu organisasi asuransi kesehatan alternatif 

seperti Barmer dan TK (Techniker Krankenkasse), yang pada tingkat federal diwadahi 

dengan the Federation of Alternative Health Insurance Funds (Verband der Ersatzkassen 

ς VDEK). 

Á The Sickness Fund for Miners and Seamen (Knappschaft), yaitu asuransi bagi pekerja di 

sektor pertambangan dan pelaut serta the Maritime Health Insurance Fund (See-

Krankenkasse), yang sejak 1 Januari 2008 bergabung dengan The Sickness Fund for 

Miners and Seamen (Knappschaft); 

Á Company health insurance funds, pada tingkat federal diwadahi oleh asosiasi the 

Federal Association of Company Health Insurance Funds (BKK Bundesverband). 

Á Guild health insurance funds, pada tingkat federal diwadahi dengan the Federal 

Association of Guild Health Insurance Funds (IKK-Bundesverband); dan 

Á Agricultural health insurance funds, pada tingkat federal diwadahi dalam the Central 

Agricultural Social Insurance Fund (LSV - Spitzenverband der landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung. 

Jumlah perusahaan asuransi kesehatan di Jerman pada tahun 1970-an tercatat mencapai 1815 

perusahaan dimana 399 perusahaan diantaranya adalah AOK. Jumlah tersebut semakin 

berkurang seiring dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas kelembagaan asuransi kesehatan. 

Pada 2010, perusahaan asuransi kesehatan hanya berjumlah 160 perusahaan dimana 13 di 

antaranya adalah AOK yang wilayah kerjanya tersebar meliputi 16 negara bagian. Penyusutan 

jumlah perusahaan asuransi kesehatan di Jerman dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut. 
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Dari sekian banyak organisasi asuransi kesehatan di Jerman, AOK adalah organisasi yang 

terbesar dengan jumlah tertanggung (insured people) paling banyak. Sampai dengan Januari 

2011, dari jumlah keseluruhan peserta (members) asuransi kesehatan di Jerman sebanyak 

51.235.860 orang, peserta asuransi kesehatan AOK mencapai 17.499.660. Sedangkan jumlah 

tertanggung secara keseluruhan mencapai 23.728.633 dari total jumlah keseluruhan 

tertanggung di Jerman sebanyak 70.010.369.  

Organisasi asuransi kesehatan sosial melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip self-

government atau lazim disebut dengan isitilah “self-administering corporations under public 

lawέ. Ini berarti bahwa organisasi asuransi kesehatan dalam menjalankan tugasnya berada di 

bawah pengawasan Pemerintah Federal, namun organisasi tersebut secara kelembagaan dan 

finansial bersifat mandiri (independent). Prinsip Self-administration dalam kelembagaan 

asuransi kesehatan pada umumnya direpresentasikan oleh dua organ sebagai berikut.  

Á The Administrative Council 

 Perwakilan yang duduk di Administrative Council dipilih oleh seluruh tertanggung 

(insured people) dan pemberi kerja (employers). Tugas utama Administrative Councils 

antara lain: menyusun rencana anggaran organisasi, menyusun ketentuan mengenai 

tarif kontribusi, serta memilih dan mengawasi executive board.  

Pemilihan anggota Administrative Council dilaksanakan secara demokratis melalui 

pemilihan umum yang lazim disebut dengan social election atau sozialwahl. Pemilihan 

umum ini dilaksanakan enam tahun sekali dengan berpegang pada prinsip bebas dan 

 

 

Perusahaan lain 

AOK 
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rahasia. Para tertanggung (insured people) dan pemberi kerja (employers) secara 

terpisah memilih wakil mereka masing-masing dari daftar nama yang sudah 

direkomendasikan yang akan menjadi wakil kelompok mereka, berdasarkan prinsip 

perwakilan proporsional.  

Á Executive Board 

 Anggota executive board dipilih oleh administrative council. Executive board terpilih 

(full-time executive board) bertugas melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari organisasi 

asuransi kesehatan.  

Organ self-administering corporation dalam organisasi asuransi kesehatan di Jerman 

dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbagai perusahaan asuransi kesehatan 

direpresentasikan dalam bentuk asosiasi-asosiasi pada tingkat federal. Asosiasi-asosiasi 

tersebut diwadahi oleh satu asosiasi yang lebih besar lagi, yaitu ά¢ƘŜ bŀǘƛƻƴŀƭ Association of 

Statutory Health Insurance Funds (GKV- {ǇƛǘȊŜƴǾŜǊōŀƴŘύέΦ DY±- Spitzenverband mengambil 

peran sentral dalam sistem asuransi kesehatan Jerman sejak 1 Juli 2008, dengan menjadi 

tempat bertemunya berbagai asosiasi organisasi asuransi kesehatan di tingkat federal. GKV- 

Spitzenverband merupakan pusat lobi bagi asosiasi-asosiasi asuransi kesehatan yang ada di 

tingkat federal. GKV- Spitzenverband mengambil alih kewenangan yang sebelumnya 

dilaksanakan oleh tujuh asosiasi asuransi kesehatan yang telah ada sebelumnya yang 

mensyaratkan adanya aksi bersama dan pendekatan yang seragam dalam menentukan 

kebijakan asuransi kesehatan sosial.  

Organisasi lain yang memiliki peran penting dalam sistem asuransi kesehatan di Jerman adalah 

the Federal Joint Committee (Gemeinsamer Bundesausschuss/G-BA). G-BA adalah lembaga 

pengambil keputusan tertinggi dalam sistem asuransi kesehatan Jerman yang berdasarkan 

pada prinsip self-government. Komposisi G-BA terdiri dari representasi dari semua stake holder 
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sistem asuransi kesehatan di Jerman, yaitu: dokter, dokter gigi, rumah sakit, perusahaan 

asuransi kesehatan, dan pasien. G-BA terdiri dari 13 anggota dengan komposisi sebagai berikut. 

 

Tugas utama G-BA adalah sebagai “little legislator“, yaitu mengeluarkan peraturan pelaksanaan 

atas undang-undang pemerintahan federal. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, G-BA 

tunduk pada supervisi Kementerian Kesehatan dan hanya apabila tidak ada keberatan dari 

Kementerian Kesehatan, Peraturan Pelaksanaan yang disusun oleh G-BA dapat disahkan 

menjadi peraturan yang mengikat umum.  

Kedudukan peraturan pelaksanaan (directive) yang dikeluarkan oleh G-BA dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 
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Secara singkat, organisasi asuransi kesehatan di Jerman dapat dijelaskan dengan gambar 

sebagai berikut. 
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Organisasi Asuransi Pensiun 

Pada 1 Oktober 2005, terjadi reformasi organisasi asuransi pensiun di Jerman. Sejak itu, semua 

perusahaan asuransi pensiun melaksanakan kegiatannya di bawah satu nama organisasi yaitu: 

German Pension Insurance/Deutsche Rentenversicherung (DRV). DRV merupakan gabungan 

(merger) dari beberapa organisasi asuransi pension yang ada sebelumnya, yaitu:  

Á the Federal Insurance Institution for Salaried Employees (Bundesversicherungsanstalt 

für Angestellte/BfA);  

Á the 22 Regional Insurance Offices (Landesversicherungs-anstalten/LVA); 

Á the Federal Miners' Insurance Institution; 

Á the Railways Insurance Office and the Mariners' Insurance Fund; dan  

Á the Federation of German Pension Insurance Institutes (Verband Deutscher 

Rentenversicherungsträger/VDR). 

DRV adalah organisasi asuransi pensiun yang berwenang mengoperasikan kegiatan asuransi 

pensiun di Jerman, berdasarkan Buku IV Kitab Undang-Undang Jaminan Sosial 

(Socialgezetsbuch (SGB)). Tujuan dibalik reformasi organisasi adalah untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan asuransi pensiun dan menekankan bahwa asuransi 

pensiun dilaksanakan oleh sebuah lembaga terpadu dalam kerangka sistem asuransi sosial. 

Organisasi asuransi pensiun di tingkat federal adalah Deutsche Rentenversicherung Bund dan di 

tingkat negara bagian terdapat cabang asuransi pensiun (insurance agency) yang wilayah 

kerjanya dibagi secara proporsional yang dapat mencakup satu atau lebih wilayah negara 

bagian.  

Organisasi asuransi pensiun di Jerman sebelum dan sesudah reformasi dapat digambarkan 

dalam tabel sebagai berikut. 

Organisasi Asuransi Pensiun 
sebelum Reformasi 

Organisasi Asuransi Pensiun 
sesudah Reformasi 

Waktu 
Bergabung 

1 LVA Baden-Wuerttemberg 1 DRV Baden-Württemberg - 

2 LVA Berlin 2 DRV Berlin-Brandenburg 1-5-2006 

3 LVA Brandenburg 

4 LVA Braunschweig 3 DRV Braunschweig-Hannover 30-9-2005 

5 LVA Hannover 

6 LVA Hessen 4 DRV Hessen - 

7 LVA Sachsen 5 DRV Mitteldeutschland 1-10-2005 

8 LVA Sachsen-Anhalt 

9 LVA Thueringen 

10 LVA Niderbayern-Oberpfalz 6 DRV Bayern Süd 1-1-2007 

11 LVA Oberbayern 

12 LVA Freie und Hansestadt 
Hamburg 

7 DRV Nord 1-10-2005 

13 LVA Mecklenburg-Vorpommern 



 

 

© www.jamsosindonesia.com, 2012 
Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, penulis & sumber 

H
a

l 
1

2
 

Jamsos                  
Mancanegara 

Organisasi Asuransi Pensiun 
sebelum Reformasi 

Organisasi Asuransi Pensiun 
sesudah Reformasi 

Waktu 
Bergabung 

14 LVA Schleswig-Holstein 

15 LVA Ober- und Mittelfranken 8 DRV Nordbayern 1-1-2008 

16 LVA Unterfranken 

17 LVA Oldenburg-Bremen 9 DRV Oldenburg-Bremen 

18 LVA Rheinprovinz 10 DRV Rheinland - 

19 LVA Rheinland-Pfalz 11 DRV Rheinland-Pfalz - 

20 LVA fuer das Saarland 12 DRV Saarland - 

21 LVA Schwaben 13 DRV Schwaben - 

22 LVA Westfalen 14 DRV Westfalen - 

23 Bahnversicherungsantalt 15 DRV Knappschaft-Bahn-See 1-10-2005 

24 Bundesknappschaft 

25 Seekase 

26 Bundesversicherungsanstalt 
fuer Angestellte 

16 DRV Bund 1-10-2005 

27 Verband Deutscher 
Rentenversicherungstraeger 

 

Operasional organisasi DRV didasari oleh prinsip self government/self administration yang 

merupakan fitur utama dari setiap organisasi asuransi sosial di Jerman. Berdasarkan prinsip ini: 

Á organisasi asuransi pensiun adalah korporasi yang tunduk pada hukum publik; 

Á tertanggung (insured people) dan pemberi kerja (employers) terorganisasi dalam satu 

badan yang dipilih secara demokratis berdasarkan partisipasi yang sama (equal 

participation); 

Á tugas-tugas yang diamanatkan secara hukum merupakan otoritas  penuh organisasi 

(legal autonomy); dan 

Á keuangan organisasi bersifat otonom, tidak tergantung atau terpisah dari keuangan 

negara. 

Organisasi Asuransi Sosial Lainnya 

Di samping organisasi asuransi sosial kesehatan dan pensiun sebagaimana telah dikemukakan, 

asuransi sosial bagi pengangguran di Jerman dikelola oleh Bundesagantur fur Arbeit (BA). Sama 

halnya dengan organisasi asuransi sosial kesehatan dan pensiun, BA merupakan korporasi yang 

tunduk pada hukum publik dengan berdasarkan pada prinsip self-government dalam 

menjalankan kegiatannya. Kantor pusat BA terletak di Nuremberg, dengan 10 direktorat 

regional, 178 kantor perwakilan, dan 610 kantor cabang.  

Organisasi lainnya adalah organisasi asuransi perawatan jangka panjang (long-term care 

insurance) yang bekerja di bawah payung dana asuransi kesehatan. Ini berarti bahwa organisasi 

asuransi perawatan berafiliasi dengan organisasi asuransi kesehatan. Sama halnya dengan 
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asuransi kesehatan, organisasi asuransi perawatan bersifat independen, korporasi yang 

berdasarkan pada prinsip self-government di bawah hukum publik. Organisasi asuransi 

perawatan adalah sama dengan organisasi asuransi kesehatan. 

E. Penutup 
Organisasi asuransi sosial di Jerman berbentuk korporasi yang tunduk pada hukum publik. 

Prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut adalah prinsip self government 

(self administration) yang mengandung pengertian bahwa organisasi tersebut bersifat mandiri 

baik secara kelembagaan maupun finansial serta bersifat mandiri baik dari aspek kebijakan 

maupun operasionalnya. Pejabat yang duduk dalam organisasi tersebut dipilih secara 

demokratis oleh pembayar kontribusi. Secara finansial, organisasi tersebut bersifat mandiri 

dimana dana asuransi yang dikelola merupakan dana yang terpisah dari keuangan negara. 

Asuransi sosial di Jerman tidak dilaksanakan oleh organisasi tunggal yang menangani seluruh 

cabang asuransi sosial yang diwajibkan oleh negara. Setiap cabang asuransi sosial dilaksanakan 

oleh organisasi dengan spesialisasi di bidangnya dimana tugas dan wewenangnya diatur secara 

komprehensif dalam tertentu yang dalam Undang-Undang Negara Federal Jerman. Kepastian 

hukum organisasi asuransi sosial di Jerman diwujudkan melalui suatu kodifikasi Undang-

Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Jaminan Sosial (Social Security Code/Sozialgesetzbuch) 

yang terdiri dari 12 Buku Jaminan Sosial (Sozialegezetsbuch). Sozialgesetzbuch memberikan 

pengaturan yang komprehensif dan terperinci mengenai organisasi asuransi sosial di Jerman 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi asuransi 

sosial tersebut.  
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